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KEFUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1 LAMPUNG

NOMOR : C/180 /DP-I1/HK/1992.

- TENTAMNSG
FERUBAHAN KEPUTUSAN GURERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT
1 LA&MPUNG NOMOR : G/0B4/DP-1/HK/1930 TENTANG FEM -
BENTUKAN TEAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
FROFINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT I LAMFUNG

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pengendalian pungutan—
Fajak bumi dan Bangunan agar berjalan dengan efektif, dipandang
periuv  untuk menyempurnakan Susunan Keanggotaan Team yang dite—
tapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Homor @ BSOB4/DP-I/HEK/1920 tanggal 23 Maret 1990 dengan  suatu
Surat Keputusan.

i. Undang—undang Nomor 5 tabhun 1974 tentang FPokok-—-pokok Femerin-—
tahan di Daerah

Z. Undang—undang Momor 14 tabun 1944 tentang FPembentukan Daerah
Tingkat I Lampung 3

Z. Undang—undang Nomor 11 Drt tahun 1737 tentang Feraturan Umum
Fajak Daerah Jo Undang—-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

4. Undang—undang Nomor & tahun 1983 tentang Ketentuwan Umum dan
Tata Cara Perpajakan g

5. Fazal 14 Undang—undang Nomor 12 tahun 1783 tentang Fajak Bumi
dan ERangunan j

&. Peraturan Femerintah Nomor 47 tahun 1785 tentang Pembagian
Hasil Fenerimaan Fajak Bumi dan Bangunan antar FPemerintah
Fuzsat dan Pemerintah Daerah 3

~J

. Eeputusan Menteri Keuangan Momor 1007 /KMK.04/1%985 tentang Pe-—
limpahan Wewenang Penagihan Fajak Bumi dan Bangunan kepada
Gubernur kKepala Daerah Tingkat I dan atau BupatisWalikotamad-—
va Kepala Daerah Tingkat II.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tabun 1985  tentang
Fengurusan Fendapatan Dasrah Hasil FPajak Bumi dan Bangunan 3

Y. EKeputusan Bersama Direktur Jenderal Fajak dan Direktur Jende-
ral FPemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.Z30/F3.7/7 —
1986 dan  Nomor 273-5462 tentang FPelaksanaan FPelimpahan We -
wenang Fenagihan Faiak Bumi  dan Bangunan kepada Gubernur
kepzla Daerah Tingkat I Lampung dan/atau Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat I1 ;

10, Keputusan ..c.ccssaress=

grafika karya 096091.



10. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jende-—
ral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Kep.31/PJ.7/
1984 dan MNomor @ 973/5%1 tentang Imbangan Biayva Femungutan
Pajak Bumi dan Eangunan.

MEMUTUS KARN :

Menetapkan :

Pertamé : Merubah Susunan Anggnta Team Intensifikasi Pajak Bumi dan -
Bangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung vang tercantum dalam
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Lampung HNomor @
5/084/DP-1/HK/19%0, sehingga setelah dirubah berbunyi sebagai
berikut :
~ Pembina : Bubernur Kdh Tingkat I Lampung.
: Wakil Gubernur Kdh Tingkat 1 Lampung.
- Ketua : Sekretaris Wilayvah Daesrah Tingkat I Lampung.
- Wakil kKetua I : Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
\ — Wakil Ketua 11 : Kepala Dinas Fendapatan Daerah Tk.I Lampung.
— Wakil Ketua III : Kepala Bidang PBBR Kanwil I11 Ditien Pajak
' Sumatera Bagian Selatan.
- Bekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan -
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
— Wakil Sekretaris: Kasi PZK Pelavanan FPBE Bandar Lampung.
- ﬁnggnta : 1. kKepala Kantor Pelavanan FBR B. Lampung.
2. Kepala Kantor Felayanan PEB Kotabumi.
%. Kepala Kantor Pelayvanan FEE Metro.
4. Kepala Eiro Bina Pemerintahan Desa Sei-—
wilda Tingkat 1 Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I -
Lampung.
&. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk.I Lampung.
7. Kepala Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan
Daerab Tingkat I Lampung.
‘” 8. Kepala Sub Dinas Pengawasan Dinas Pen -
dapatan Daerah Tingkat I Lampung.
7. Kepala Sub Dinas Perencanaan Dinas Pen -—
dapatan Daerah Tingkat 1 Lampung.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku>pada tanggal ditetapkan dengan Keten

tuan apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan akan

diubah sebagaimana mestinva.
TELUE LING

INGKAT I LAMPUNG
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Ditetapkan di
Pada tanggal

Qi_ BUBERNUR KEPAL

TEMBUSAN  : Keputusan ini disampaikan
———————— kepada Yth f ceiccsvaccaea



Bapak Menteri keuangan RI di Jakarta.

Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

Bapak Sekretris Jenderal Departeman Keuangan RI.

Bapak Sekretaris Jenderal Departeman Dalam hNegeri.

Bapak Inspektur Jenderal Departeman Dalam Negeri.

Bapak Direktur Jenderal fnggaran Departeman RI.

Sdr. kKepala Biro Hukum Departemen Keuangan RI.

Sdr. Kepala Inspeksi Pajak Telukbetung di Telukbetung.

Para Bupati/Walikotamadya kdh Tingkat I1 Se—- Propinsi Lampung.

10. Kepala Dinas Fendapatan Daerah Propinsi Dati I Lampung.

11. Kepala Inspeksi FPajak (Ipeda) Telukbetung di Telukbetung.

12. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Se— Fropinsi Dati I Lampung.
13. Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Telukbetung di Telukbetung.
14, - Himpunan Keputusan -
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